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A. Latar Belakang
Bisnis merupakan kegiatan atau aktivitas individu yang terorganisasi dalam menghasilkan dan/atau menjual barang maupun jasa dengan tujuan mencapai keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat (Hughes dan Kapoor). Dalam konteks umum, bisnis berkaitan erat dengan aktivitas produksi, pembelian, maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang dan perusahaan. Artinya proses sebuah bisnis tidak terlepas dari adanya pihak lain yaitu para pemangku kepentingan (stakeholder).
Stakeholder adalah pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan bisnis secara keseluruhan. Konsep stakeholder pertama kali digunakan dalam memorandum internal 1963 di Stanford Research Institute dan terus berkembang hingga sekarang. Pemangku kepentingan mendukung bisnis dalam mencapai tujuan melalui pengaruh internal maupun eksternal yang dimilikinya. Sebagai contoh, seorang investor sebagai bagian dari pemangku kepentingan memiliki peran untuk mengambil keputusan dalam sebuah rapat, mendukung keuangan bisnis, serta dapat menduduki posisi manajerial tertentu sesuai dengan kesepakatan.
Dalam hal menyeimbangkan peran dan hubungan antara bisnis dengan stakeholder, perusahaan perlu memahami karakteristik dan kebutuhan pemangku kepentingan yang berbeda-beda. Pemenuhan tanggung jawab ini dituangkan perusahaan dalam bentuk CSR (Corporate Social Responsibility) yang ditujukan kepada karyawan, konsumen, pemasok, investor, maupun lingkungan dan komunitas tertentu. Program CSR yang tepat akan mendukung kerjasama yang kuat antara bisnis dengan pemangku kepentingan dalam jangka panjang untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang dimiliki dengan maksimal.
B. Kajian Pustaka
1. Karyawan / Anggota Organisasi sebagai Internal Stakeholder
Karyawan adalah orang yang diangkat dan ditugaskan untuk menjalankan kegiatan perusahaan.Karyawan sebagai stakeholder internal memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja sebuah perusahaan. Mereka merupakan orang-orang yang secara langsung terlibat di dalam proses produksi.
2. Pelanggan (customer)
Konsumen dikatakan sebagai stakeholder karena memiliki peran utama yang harus diperhatikan dalam memastikan kehidupan suatu perusahaan.Oleh karena itu perusahaan memiliki kepentingan utama untuk mengidentifikasi individu yang menggunakan produk dan jasa mereka.Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada penyediaan barang atau jasa saja. Perusahaan bertanggung jawab atas produksi dan penjualan/distribusi pada pelanggan, dimana produk yang dihasilkan harus bisa membawa manfaat.
3. Lingkungan dan Pemerintah
a) Lingkungan : Berdirinya sebuah perusahaan tentu membawa pengaruh kepada lingkungan sekitar. Perusahaan harus bisa bekerjasama dengan lingkungan dengan cara, ikut berpartisipasi dalam upaya perbaikan kelestarian lingkungan, bidang kesehatan, fasilitas umum dan bidang pendidikan.
b) Pemerintah merupakan salah satu pihak pemangku kepentingan sebuah perusahaan. Keputusan yang diambil pemerintah baik pusat maupun daerah turut memengaruhi kebijakan, keputusan, dan proyek yang akan dilaksanakan suatu perusahaan.
4. Pemegang Saham, Investor, dan Kreditur
a) Pemegang saham dan pemilik bisnis bertindak sebagai individu yang menyediakan modal untuk menjalankan perusahaan. Selain itu, mereka juga bertindak sebagai pengawas di perusahaan untuk mengamati kinerja karyawan serta kondisi keuangan dalam perusahaan.
b) Investor adalah kelompok orang yang menanamkan modalnya untuk mendukung operasional perusahaan. Jika sesorang membeli suatu saham dalam perusahaan, maka orang tersebut tergolong sebagai stakeholder di dalam perusahaan tersebut. Saham adalah bentuk modal yang berperan penting bagi perusahaan agar perusahaan bisa tetap berjalan.
c) Kreditur adalah lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam memberikan pinjaman pada perusahaan untuk modal usahanya. Kreditur tergolong ke dalam stakeholder, yang mana akan memberikan dana pinjaman dengan syarat dan juga jaminan tertentu.
C. Isu Utama dalam Berinteraksi dengan Stakeholder
Isu kebakaran hutan menjadi salah satu isu yang penting dikarenakan hutan merupakan salah satu penyumbang terbesar zat oksigen yang merupakan bagian vital dari kehidupan manusia. Adanya permasalahan hutan seperti kebakaran menyebabkan pasokan oksigen di bumi akan semakin berkurang. Hal ini ditambah dengan adanya asap yang dihasilkan oleh kebakaran hutan dapat mengganggu kesehatan pernapasan makhluk hidup. Oleh karena itu, isu kebakaran hutan menjadi isu yang sangat sensitif dan dapat mengancam nama baik suatu negara dikarenakan dampak kebakaran hutan tidak hanya mempengaruhi salah satu negara saja tetapi bisa sampai ke beberapa negara. 
Terkait permasalahan kebakaran hutan di Indonesia, pihak yang biasanya dianggap paling bertanggung jawab atas peristiwa kebakaran hutan ialah pihak pengusaha swasta. Hal ini dikarenakan persepsi negatif masyarakat bahwa perusahaan cenderung berupaya menghemat biaya untuk pembukaan lahan produksi melalui pembakaran hutan. Pada tahun 2015, dimana Riau mengalami kebakaran hutan berskala besar yang mengakibatkan berbagai mengalami kerugian, salah satu pihak yang paling disalahkan ialah PT ABC. PT ABC sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kehutanan dan manufaktur yang menghasilkan kertas dan pulp (bubur kertas) terbesar di Indonesia. Perusahaan ini sendiri didirikan pada tahun 1960-an. Dalam perjalanan operasional perusahaan, PT ABC mendapatkan beberapa permasalahan yang berasal dari sisi lingkungan, salah satunya ialah Peristiwa Kasus Asap di Riau yang terjadi pada tahun 2015. Pada saat itu beberapa perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut, termasuk PT ABC, dianggap sebagai salah satu penyebab kebakaran lahan yang menyebabkan terjadinya asap yang tersebar di beberapa wilayah Pulau Sumatera. Asap tersebut bahkan juga tersebar sampai ke negeri tetangga, seperti Singapura. Hal ini tentu memberikan dampak negatif yang signifikan bagi perusahaan. Kerugian akibat Kasus Asap di Riau yang diterima oleh manajemen PT ABC terlihat secara materiil dan non-materiil. Kerugian non-materiil dialami oleh manajemen perusahaan dikarenakan mereka harus berurusan dengan hukum karena dianggap bertanggung jawab langsung terhadap kebakaran lahan yang menyebabkan asap tersebut. Selain itu, PT ABC juga pada akhirnya mendapatkan kecaman dari berbagai lapisan masyarakat, terutama pada masyarakat yang terkena langsung dampak asap tersebut, baik dari masyarakat di Pulau Sumatera dan masyarakat di Singapura.
D. Solusi dalam Membangun Komunikasi Saling Menguntungkan dengan Stakeholder
PT ABC melakukan perubahan yang sangat mendasar dalam mencegah kebakaran tersebut terulang kembali. Perubahan pertama ialah perubahan kebijakan perusahaan terkait kinerja karyawannya. Salah satu kebijakan perusahaan yang muncul pasca kebakaran tersebut ialah Zero Fire Policy dimana kinerja mereka dalam penanganan kebakaran telah dimasukkan ke dalam KPI (Key Performance Index) sehingga apabila manajer dan karyawan dianggap lalai dalam penanganan kebakaran, maka mereka akan mendapatkan hukuman, seperti pengenaan denda. Perubahan kedua ialah perusahaan mulai mengeluarkan investasi berskala besar bernilai USD 200 juta dalam melakukan upaya pencegahan kebakaran seperti pembelian alat-alat pemadam kebakaran paling mutakhir, pembelian helikopter yang beberapa di antaranya berfungsi untuk water bombing, pelatihan karyawan mengenai manajemen penanggulangan kebakaran oleh trainer ahli pemadam kebakaran terbaik, serta perbaikan metode manajemen kebakaran di semua lini. Perubahan terakhir dan yang paling penting ialah perusahaan mulai melaksanakan Manajemen Penanggulangan Kebakaran Terintegrasi. Manajemen Penanggulangan Kebakaran Terintegrasi terdiri dari 4 pilar yaitu Persiapan, Deteksi Dini, Respon Cepat, dan Pencegahan. Persiapan merupakan langkah manajemen PT ABC dalam mempersiapkan sarana dan prasarana dalam menghadapi kebakaran seperti tim pemadam kebakaran, helikopter, dan sebagainya. Pilar selanjutnya, deteksi dini, merupakan langkah penanganan terhadap titik panas (hotspot) yang muncul di area lahan hutan PT ABC. Deteksi dini dianggap hal yang krusial karena langkah ini digunakan untuk memastikan apakah titik panas (hotspot) yang muncul di area lahan merupakan titik api (firespot) atau bukan. Hal ini untuk mencegah penanganan yang terlambat karena apabila titik api sudah membesar maka api sudah tidak bisa ditangani dengan mudah. Deteksi dini dilakukan melalui menara pantau dan pos jaga di sekitar area lahan dengan bantuan fire danger index. Pilar ketiga, respon cepat, merupakan langkah penanganan pemadaman api oleh Regu Pemadam Kebakaran. Pilar terakhir dan yang paling penting, Pencegahan, merupakan langkah manajemen dengan menggunakan elemen masyarakat dalam mencegah terjadinya kebakaran lahan. Langkah ini diimplementasikan melalui program Desa Masyarakat Peduli Api. Program Desa Masyarakat peduli api lebih intensif setelah kasus asap terjadi. Program ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara memadamkan api dan diberikan alat pemadam. MPA bisa saji informan dengan melaporkan kalau di desa ada titik panas.
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